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SALINAN 

PERATURAN MENTERI PARIWISATA 

REPUBLIK INDONESIA  

  NOMOR 12 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA  

DAN EKONOMI KREATIF NOMOR  PM.53/HM.001/MPEK/2013 

TENTANG STANDAR USAHA HOTEL 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang :   a.  bahwa pengembangan   sektor   pariwisata   harus diikuti 

dengan adanya standar usaha di bidang pariwisata untuk 

mendukung pengembangan kegiatan kepariwisataan 

nasional dalam menghadapi persaingan globalisasi baik di 

tingkat regional maupun internasional; 

b.  bahwa dengan semakin berkembangnya dunia usaha 

perhotelan   sebagai bagian dari usaha pariwisata, 

diperlukan adanya penyediaan jasa akomodasi yang 

memenuhi standar usaha; 

c. bahwa dalam rangka optimalisasi  penerapan standar 

usaha hotel, perlu mengubah Peraturan Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 

PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata dan 
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Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 

tentang Standar Usaha Hotel; 

d. bahwa berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  

dimaksud dalam huruf   a, huruf b, dan huruf c, perlu   

menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata tentang 

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri  Pariwisata  dan  

Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 

tentang Standar Usaha Hotel; 

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

2. Undang-Undang Nomor     10     Tahun     2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009  Nomor  11,  Tambahan  Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Nomor 4966); 

3. Peraturan   Pemerintah   Nomor   52   Tahun   2012   

tentang Sertifikasi Kompetensi   dan Sertifikasi Usaha di 

bidang Pariwisata  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  

Tahun 2012  Nomor  105,  Tambahan  Lembaran  Negara  

Republik Indonesia Nomor 5311); 

4. Peraturan   Pemerintah   Nomor   24   Tahun   2018   

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6215);  

5. Peraturan   Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 20) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 19 

Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 214);  

6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 

PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
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1186) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 

PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

929); 

7. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1584); 

8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara 

Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA TENTANG PERUBAHAN 

KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN 

EKONOMI KREATIF NOMOR PM.53/HM.001/MPEK/2013 

TENTANG STANDAR USAHA HOTEL. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif Nomor PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang  

Standar  Usaha  Hotel (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2013 Nomor 1186) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 

PM.53/HM.001/MPEK/2013 tentang Standar Usaha Hotel 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 929) 

diubah sebagai berikut:  

 

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

(1) Persyaratan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
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huruf a, terdiri atas: 

a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata bidang Usaha 

Penyediaan Akomodasi jenis Usaha Hotel; 

b. keterangan laik sehat; dan  

c. kelaikan kualitas air.  

(2) Ketentuan Persyaratan Dasar sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) juga berlaku terhadap penetapan Hotel 

Nonbintang. 

(3) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikeluarkan oleh instansi teknis pemerintah yang 

berwenang.  

(4) Penilaian penggolongan kelas Hotel Bintang dan 

penetapan Hotel Nonbintang dilakukan setelah seluruh 

Persyaratan Dasar terpenuhi. 

 

Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

file:///D:/Folder%20Fariz/Tahun%202019/01.%20Dokumen%20Hukum/01.%20Peraturan%20Menteri/01.%20Permen%20Nomor%201%20tentang%20Pedoman%20Pengelolaan%20Kinerja/www.jdih.kemenpar.go.id


-5- 
 

www.jdih.kemenpar.go.id 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di  Jakarta 

pada tanggal 24 September 2019  

 

MENTERI PARIWISATA  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 Ttd.  

 

      ARIEF YAHYA 

 

Diundangkan di  Jakarta 

pada tanggal 27 September 2019 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

 Ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA  

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1111 
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